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GUBERNUR SULAWESI TENGAH   
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 

NOMOR  54 TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

Menimbang :     a.  bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 
penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir 
serta pernyataan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual perlu penyesuaian kebijakan 
akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; 

 
                         b.  bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, 
sehingga perlu dilakukan perubahan; 

 
                         c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah; 

 
 
 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964  tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat  I  Sulawesi Tengah dan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi  Utara–
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1964 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2687); 

 
 
 

2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tmanbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan 

Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1752); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 

tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1818); 
 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. 

 

 

 

Pasal I . . . 
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Pasal I 

Ketentuan huruf A, huruf B, huruf G, huruf H, huruf K, huruf O, huruf 

P, huruf T, dan huruf U Lampiran I  dalam Peraturan Gubernur Sulawesi 
Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Pemerintah Sulawesi Tengah 

Tahun 2014 Nomor 313), diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 
 
 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah.  
 

 

Ditetapkan di Palu 
pada tanggal  30 Desember 2020                     

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

     ttd 

LONGKI  DJANGGOLA 

 

Diundangkan di Palu 
pada tanggal  30 Desember   2020        

 
     Pj. SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 
 

   ttd 
 

        
               MULYONO  
 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 769 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
                         KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

                    Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH 

                              Pembina Tk I, IV/b 

                Nip. 19780525 199703 1 001 

 

 


